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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari proses analisa pembahasan yang ada, dapat disimpulkan garis besar 

sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai 

Gajah Wong telah dilaksanakan namun belum optimal, pihak berwenang 

lebih memfokuskan pada upaya preventif yang berorientasi pada pendekatan 

yang lebih humanis dengan risiko lebih rendah yaitu konsep “Mundur, 

Munggah, Madhep Kali (M3K)” sebagai bentuk penegakan hukum. Para 

aparat penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta cenderung mengabaikan 

upaya penegakan hukum dengan pendekatan represif. UU Penataan Ruang 

telah mencantumkan sanksi administratif dan pidana terhadap pendirian 

bangunan di sempadan sungai, namun belum ada langkah konkrit untuk 

menegakkan hukum berupa pemberian sanksi tersebut. 

2. Terdapat dua hambatan, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal yang 

terjadi yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, dan sarana prasarana. 

Sedangkan, hambatan eksternal yang terjadi yaitu pemahaman masyarakat 

yang masih rendah. Solusi yang dapat diambil diantaranya penyesuaian 

aturan hukum, peningkatan kualitas dan upaya yang diambil aparat penegak 

hukum, konsolidasi dan penataulangan lahan, dan pendekatan dengan warga 

didampingi Lembaga Forsidas. 
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B. Saran  

a. Bagi penyusun kebijakan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas 

peraturan dan kebijakan yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian 

regulasi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

yang berkembang. 

b. Bagi Aparat Penegak Hukum Kota Yogyakarta, perlu adanya penegakan 

hukum yang konkrit atas aturan terhadap sempadan sungai serta sanksi-

sanksi yang ada. Aparat perlu mengimplementasikan aturan mengenai 

sanksi serta konsep M3K secara lebih konsisten. Selain itu, perlu adanya 

peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta 

dan dinas-dinas terkait. Serta, perlu adanya peningkatan pembangunan 

infrastruktur pendukung seperti jalan inspeksi dan penyangga di sepanjang 

sempadan sungai. 

c. Bagi masyarakat, perlu dipahami bahwa membangun di sepanjang garis 

sempadan sungai dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter dapat 

menimbulkan risiko serius. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar non-point 

source. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan erosi tebing, yang 

dapat membahayakan bangunan atau fasilitas umum lainnya akibat erosi 

arus sungai. Perubahan ini dapat membuat geometri tampang sungai 

menjadi lebih lebar, dangkal, dan landai, yang pada gilirannya mengurangi 

kemampuan aliran air dan meningkatkan risiko banjir.  
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